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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945) alinea ke-4, maka negara memerlukan sumber daya manusia melalui 

Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sadar akan tanggung jawabnya untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan.1  

 Hal ini memiliki arti bahwa tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat 

madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan 

bermoral tinggi. Serta dapat melakukan pemanfaatan pegawai dengan berbagai 

cara, mulai dari cara yang mudah dan sederhana sampai ke cara yang paling 

canggih2 dengan berlandaskan kemampuan nasional yang menggunakan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.3 

                                                           
       1Agung Wijaya dkk. “ Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang ” Jurnal LexLATA, 

Vol 1, No 2, 2019, hlm. 111. 

       2 Buchari Zainun, Administrasi Dan Manjemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia, 

Jakarta: CV Haji Masagung, 1991, hlm. 38. 

       3 Sri Hartini. dkk, Hukum Ke lpe lgawaian Di Indone lsia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 5. 
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 Melngelnai Pelgawai Nelgelri Sipil saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 telntang Aparatur Sipil Nelgara (sellanjutnya diselbut delngan UU 

ASN). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini, diselbutkan bahwa Aparatur Sipil 

Nelgara melrupakan profelsi bagi Pelgawai Nelgelri Sipil (sellanjutnya disingkat PNS) 

dan Pelgawai Pelmelrintah delngan Pelrjanjian Ke lrja (se llanjutnya disingkat PPPK) 

yang belkelrja pada instansi pelmelrintah.4 Seldangkan Pelgawai Nelgelri Sipil melnurut 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ini adalah Warga Nelgara Indonelsia yang 

melmelnuhi syarat telrtelntu, diangkat selbagai Pelgawai Aparatur Sipil Nelgara selcara 

teltap olelh Peljabat Pelmbina Kelpelgawaian untuk melnduduki jabatan pelmelrintahan.5 

 Sellain itu, PNS selbagai unsur aparatur nelgara dituntut untuk dapat 

mellaksanakan tugasnya delngan baik, karelnanya ia harus me lmpunyai kelseltiaan, 

keltaatan, pe lnuh telrhadap pancasila, UUD 1945, dan Pelmelrintah selhingga dapat 

melmpelrsatukan selgala pelrhatian dan pikiran selrta melngelrahkan selgala daya upaya 

dan telnaga nya untuk melnyellelngarakan tugas pelmelrintahan dalam pe lmbangunan 

selcara belrdaya guna dan belrhasil guna.6 

 Dalam mellaksanakan tugasnya Pelgawai Nelgelri Sipil selbagai bagian dari 

Aparatur Sipil Nelgara, melmiliki hak dan kelwajiban yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 telntang Aparatur Sipil Nelgara, dan apabila tidak 

dipelnuhi maka Pelgawai Nelgelri Sipil yang belrsangkutan akan dikelnakan sanksi 

belrupa Hukuman Disiplin PNS. Salah satu kelbijakan yang dilakukan pelmelrintah 

                                                           
       4 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te lntang Aparatur Sipil Ne lgara 

       5 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te lntang Aparatur Sipil Ne lgara 

       6 Sri Hartini. dkk, Op.Cit., hlm. 39. 
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dalam melningkatkan Disiplin PNS yaitu de lngan melnelrbitkan Pelraturan Pelmelrintah 

Nomor 94 Tahun 2021 te lntang Disiplin Pelgawai Nelgelri Sipil (sellanjutnya diselbut 

delngan PP Disiplin PNS). Pelraturan telrselbut melrupakan suatu kelwajiban yang 

harus dilaksanakan olelh PNS untuk melmelnuhi aturan Disiplin PNS, dan apabila 

dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin olelh Peljabat yang belrhak melnghukum. 

Telrkait delngan belrat ringannya sanksi hukuman yang ditelrapkan akan 

melmpelngaruhi baik/buruknya keldisiplinan pelgawai. 7  Sanksi hukuman harus 

dipelrtimbangkan selcara logis, masuk akal dan diinformasikan selcara jellas kelpada 

selmua pelgawai. Sanksi hukuman dibelrikan delngan tujuan melndidik pelgawai yang 

belrpelrilaku indisiplinelr untuk tidak melngulangi lagi pelrilakunya telrselbut. 

 Disiplin sangat dibutuhkan dalam kinelrja PNS, yang dimaksud delngan 

disiplin disini adalah keltaatan yang dilakukan selsuai delngan pelraturan-pelraturan 

yang melngandung selsuatu kelwajiban atau larangan bagi melrelka yang tidak 

melmelnuhinya akan dikelnakan sanksi baik dalam mellakukan pellanggaran ringan, 

pellanggaran seldang, maupun pellanggaran belrat. Sellain itu, delngan adanya 

keldisiplinan akan melmbuat pelkelrjaan yang dilakukan selmakin elfelktif dan elfisieln. 

  Namun, dalam praktiknya masih ada PNS telrlihat mellakukan aksi 

pellanggaran ke ldisiplinan. Pelrbuatan keltidakdisiplinan yang dilakukan yakni mulai 

dari pellanggaran ringan sampai pellanggaran belrat, selpelrti adanya tindakan pidana 

                                                           
       7  Sumar Susantinah. “ELfe lktifitas Hukuman Disiplin Bagi Pe lgawai Ne lge lri Sipil Yang 

Me llanggar Disiplin Di Dinas Pe lndidikan Kabupate ln Ke ldiri”. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, 

No 1, 2020, hlm. 68. 
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yang dilakukan pelgawai nelgelri sipil baik keltika saat dalam mellakukan pelkelrjaan 

selbagai PNS maupun pada saat diluar jam kerja namun selcara pribadi.  

 Belrlatar be llakang hal telrselbut, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya (sellanjutnya diselbut delngan Satpol PP Kota Surabaya) telrdapat PNS yang 

mellakukan Pellanggaran di lingkungan Satpol PP Kota Surabaya yang mellakukan 

pellanggaran. Pada tahun 2021 dikeltahui bahwa selorang anggota Satpol PP Kota 

Surabaya ditangkap ole lh kelpolisian karelna kasus pelnyalahgunaan narkoba. 

Melngeltahui hal telrselbut, Badan Kelpelgawaian dan Pelnge lmbangan Sumbelr Daya 

Manusia (sellanjutnya diselbut dengan BKPSDM) Kota Surabaya langsung 

melmbelrikan sanksi telgas belrupa pelmbelrhelntian selmelntara selsuai delngan Pelraturan 

Pelmelrintah Nomor 17 Tahun 2020 telntang Pelrubahan atas Pelraturan Pelmelrintah 

Nomor 11 Tahun 2017 melngelnai Manajelme ln Pelgawai Nelgelri Sipil. Karelna jika 

ada PNS yang be lrurusan delngan hukum dan ditahan, PNS telrselbut dipastikan akan 

dibelrhelntikan selmelntara. Sanksi selmelntara dibelrikan sampai nantinya ada 

kelputusan dari pe lngadilan yang belrkelkuatan hukum teltap atau inkrah. 

 Sellanjutnya pada tahun 2022 telrdapat juga pellanggaran yang dilakukan olelh 

Felrry Jocom peltinggi Sapol PP Kota Surabaya sellaku ELks Kabid Keltelntraman dan 

Keltelrtiban Umum (Trantibum) yang mellakukan pelnjualan hasil barang pelnelrtiban 

yang belrada di gudang pelnyimpanan hasil pelne lrtiban Satpol PP Kota Surabaya. Hal 

yang dilakukan olelh oknum Satpol PP telrselbut jellas telrmasuk dalam pellanggaran 

pelgawai nelgelri sipil yang telrtuang dalam Pelraturan Pelmelrintah Nomor 94 Tahun 

2021 telntang Disiplin Pelgawai Ne lgelri Sipil. Dalam Pelraturan Pelmelrintah telrselbut 
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dijellaskan barang siapa yang telrlibat dalam pelnggellapan, pelncurian, melnjual 

barang-barang baik belrgelrak atau tidak belrgelrak, milik nelgara untuk keluntungan 

pribadi akan dikelnakan sanksi.8  

 Dalam kasus ini, Fe lrry Jocom juga telrbukti mellanggar pasal 10 huruf a jo 

pasal 15 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korupsi selbagaimana tellah diubah delngan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 

telntang pelrubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 telntang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Atas pelrbuatannya 

telrselbut, felrry jocom melndapatkan hukuman 3,5 tahun pelnjara dan melmbayar 

delnda selbelsar Rp100 juta dan subsidair 6 bulan kurungan dari Majellis Hakim 

Pelngadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya,9  

 Selcara umum, disiplin pelgawai melrupakan pola pikir, sikap dan pelrilaku 

pelgawai yang belrsifat baik guna melndukung pellaksanaan tugas. Ole lh karelna itu, 

tidak telpat jika ada Sumbelr Daya Manusia (SDM) Satpol PP Kota Surabaya yang 

tidak disiplin. Telrlelbih lagi Satpol PP Kota Surabaya, selbagai pelnelgak Pelraturan 

Daelrah selharusnya bisa melnjadi contoh dalam melnjalankan aturan.10 

                                                           
       8 Liputan 6,  “Ke ljari Pe lriksa 25 Saksi Kasus Pe ltinggi Satpol PP Surabaya Jual Barang Sitaan”, 

https://surabaya.liputan6.com/re lad/5020697/ke ljari-pe lriksa-25- saksi- kasus-pe ltinggi-satpol-pp-

surabaya-jual-barang-sitaan, Diakse ls pada tanggal 21 Nove lmbe lr 2022, Pukul 15.15 WIB 

       9 Boby Constantine l, “Ge llapkan Barang Sitaan, E Lks Pe ltinggi Satpol PP Surabaya Divonis 3,5 

Tahun Pe lnjara”, https://jatim.tribunne lws.com/2022/12/07/ge llapkan-barang-sitaan-e lks-pe ltinggi-

satpol-pp-surabaya-divonis-35-tahun-pe lnjara, Diakse ls Pada 21 Delse lmbe lr 2022, Pukul 11.00 WIB 

       10 Shinta Miranda, “E Lri Cahyadi Be lrikan Hukuman Be lrat untuk Oknum Satpol PP yang Jual 

Barang Hasil Pe lne lrtiban”,  https://time lsindone lsia.co.id/pe lristiwa-dae lrah/412630/telgas-e lri-cahyadi-

be lrikan-hukuman-be lrat-untuk-oknum-satpol-pp-yang-jual-barang-hasil-pe lne lrtiban, Diakse ls Pada 

06 Delse lmbe lr 2022, Pukul 12.40 WIB. 

 

https://surabaya.liputan6.com/read/5020697/kejari-periksa-25-%20saksi-%09kasus-petinggi-satpol-pp-surabaya-jual-barang-sitaan
https://surabaya.liputan6.com/read/5020697/kejari-periksa-25-%20saksi-%09kasus-petinggi-satpol-pp-surabaya-jual-barang-sitaan
https://jatim.tribunnews.com/2022/12/07/gelapkan-barang-sitaan-eks-petinggi-satpol-pp-surabaya-divonis-35-tahun-penjara
https://jatim.tribunnews.com/2022/12/07/gelapkan-barang-sitaan-eks-petinggi-satpol-pp-surabaya-divonis-35-tahun-penjara
https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/412630/tegas-eri-cahyadi-berikan-hukuman-berat-untuk-oknum-satpol-pp-yang-jual-barang-hasil-penertiban
https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/412630/tegas-eri-cahyadi-berikan-hukuman-berat-untuk-oknum-satpol-pp-yang-jual-barang-hasil-penertiban
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 Pejabat yang berwenang menghukum dalam membidangi perihal 

kepegawaian, khususnya melngawasi dan melmbelrikan sanksi pada pelgawai yang 

mellanggar disiplin selsuai delngan pelraturan yang belrlaku, telntunya sangat 

diharapkan belrsikap telgas dalam pelnelgakannya agar dapat belrjalan delngan elfelktif. 

 Belrdasarkan uraian di atas, dalam pelnellitian ini pelnulis telrtarik untuk 

melngambil judul pelnellitian “ EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA 

SURABAYA ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan pelnjellasan dari latar bellakang di atas, maka dapat dirumuskan 

belbelrapa pe lrmasalahan hukum selbagai belrikut : 

1. Bagaimana penegakan disiplin pelgawai nelgelri sipil di satuan polisi pamong 

praja kota surabaya? 

2. Bagaimana elfelktivitas penegakan disiplin pelgawai nelgelri sipil di satuan 

polisi pamong praja kota surabaya? 

1.3. Tujuan Pelnellitian 

 Adapun tujuan pelnellitian belrdasarkan pada latar bellakang dan pelrmasalahan 

di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pe lnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

1. Untuk menganalisis penegakan disiplin telrhadap pelgawai nelgelri sipil di 

satuan polisi pamong praja kota surabaya 
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2. Untuk melngeltahui elfelktivitas penegakan disiplin pelgawai nelgelri sipil di 

satuan polisi pamong praja kota Surabaya 

1.4. Manfaat Pelnellitian 

 Belrdasarkan tujuan pelnellitian yang ingin dicapai, maka pelnellitian ini 

diharapkan dapat melmbelrikan nilai manfaat selbagai belrikut : 

1. Manfaat teloritik 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah wawasan dan  melngelmbangkan 

teloritik ilmu pelnge ltahuan hukum bagi pelnulis dan pelmbaca dalam hal 

disiplin kelrja. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam selgi praktis pelnellitian ini diharapkan belrmanfaat selbagai bahan 

masukan telrhadap pelnelgak hukum yang melmbelrikan sanksi telrhadap PNS 

yang mellakukan pe llanggaran disiplin, dan juga diharapkan pelnellitian ini 

dapat melmbantu melwujudkan keldisiplinan SDM yang be lkelrja di Satpol PP 

Kota Surabaya. 

1.5. Kelaslian Pelnellitian 

 Pelnellitian yang dilakukan olelh pelnulis delngan judul “ E Lfelktivitas 

Penegakan Disiplin Pelgawai Nelgelri Sipil Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya ” bellum pelrnah dilakukan pelnellitian olelh pelnulis lain. Sellain itu, pelnulis 

juga akan melnguraikan pelrbeldaan antara pelne llitian selbellumnya delngan pelnellitian 

ini selbagai belrikut : 



 

8 
 

Tabell 1.1. : Kelaslian Pelnellitian 

No. Pe lnelliti 

Selbellumnya 

Judul  

Pe lnellitian 

Rumusan 

Masalah 

Kelsimpulan 

1. I Wayan Bisma 

Prananta. 

Fakultas Hukum 

Univelrsitas 

Tanjungpura 

Pontianak  

(Skripsi) 11 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELfelktivitas 

pelnjatuhan 

sanksi disiplin 

Pelgawai Nelgelri 

sipil 

belrdasarkan 

pelraturan 

pelmelrintah   

Nomor 53 tahun 

2010 (studi 

kasus pelgawai 

nelgelri sipil di 

puskelsmas 

subah 

kelcamatan 

subah   

Kabupateln 

sambas 

1.) Bagaimana 

ELfelktivitas  

Pelnjatuhan 

Sanksi 

Disiplin 

Pelgawai 

Nelgri Sipil 

Belrdasarkan 

Pelraturan  

Pelmelrintah 

Nomor 53 

Tahun 2010 

telntang 

Disiplin 

Pelgawai 

Nelgelri Sipil,  

Di Puskelsmas 

Subah, 

Kelcamatan 

Subah 

Kabupateln 

Sambas? 

- Dari informasi 

atau data yang di 

dapat, bahwa 

pellanggaran 

disiplin yang telrjadi 

di  

Puskelsmas Subah 

kelcamatan Subah 

kabupateln Sambas 

dari bulan Januari 

2014 - Januari 2015 

selbanyak 2 orang 

pelgawai nelgelri 

sipil yang masing-

masing belrjabat 

selbagai selorang 

doktelr dan pe lrawat 

di wilayah 

Puskelsmas Subah. 

Akibat dari hal 

telrselbut 

melnimbulkan 

keltidak telraturan 

dalam kinelrja di 

Puskelsmas Subah 

Kelcamatan Subah  

Kabupateln Sambas.  

- Adapun faktor-

faktor alasan 

aparatur nelgara 

tidak melnaati Pelrda 

nomor 19 tahun 

2012 telntang 

                                                           
        11  I Wayan Bisma Prananta, E Lfe lktivitas Pe lnjatuhan Sanksi Disiplin Pe lgawai Ne lge lri Sipil 

Be lrdasarkan Pe lraturan Pe lme lrintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Kasus Pe lgawai Ne lge lri Sipil Di 

Puske lsmas Subah Ke lcamatan Subah Kabupate ln Sambas), 

https://jurnal.untan.ac.id/inde lx.php/jmfh/article l/vie lw/16810/14441, Diakse ls pada 06 De lse lmbe lr 

2022, Pukul 12.55 WIB. 

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/16810/14441
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disiplin jam kelrja 

pelgawai nelgelri  

sipil adalah 

kurangnya 

kelsadaran dari 

dalam diri pelgawai 

itu selndiri dan jarak 

telmpuh antara 

telmpat tinggal dan 

leltak puskelsmas 

yang cukup jauh (di 

luar kelcamatan 

Subah). Selmelntara 

itu, upaya yang 

dilakukan dalam 

hal ini adalah 

delngan mellakukan 

pelnyuluhan, 

pelngawasan, 

pelmbinaan dan 

pelngelndalian 

selcara monitoring. 

 

2. Windo Haskim 

Fakultas Hukum 

Univelrsitas 

Islam Riau 

Pelkanbaru 

(Skripsi)12 

2019 

Pelnelrapan 

Sanksi Disiplin 

Pelgawai Nelgelri 

Sipil Telrhadap  

Pellanggaran 

Masa Cuti 

Belrsama 

Belrdasarkan 

Pelraturan  

Pelmelrintah  

Nomor 94 

Tahun 2021 

Pada Balai 

Bahasa Provinsi 

Riau Tahun 

2020 

 

1.) Bagaimana 

pelnelrapan 

sanksi disiplin 

pelgawai 

nelgelri sipil 

telrhadap 

pellanggaran  

masa cuti 

belrsama 

belrdasarkan 

Pelraturan 

Pelmelrintah 

Nomor 94 

Tahun 2021  

pada Balai 

Bahasa 

- Dikeltahui bahwa 

pellanggaran 

disiplin yang 

dilakukan olelh PNS 

dilingkungan Balai 

Bahasa Provinsi 

Riau telrdapat 

katelgori 

pellanggaran 

disiplin ringan, 

seldang maupun 

belrat, seltiap tahun 

khususnya pada 

hari belsar 

kelagamaan sellalu 

ada PNS yang tidak 

melmatuhi aturan 

                                                           
       12 Windo Haskim, Pe lne lrapan Sanksi Disiplin Pe lgawai Ne lge lri Sipil Telrhadap Pellanggaran Masa 

Cuti Be lrsama Be lrdasarkan Pe lraturan Pe lme lrintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi 

Riau Tahun 2020, https://re lpository.uir.ac.id/7905/1/141010038.pdf, Diakse ls pada 06 De lse lmbe lr 

2022, Pukul 20.00 WIB. 

https://repository.uir.ac.id/7905/1/141010038.pdf
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Provinsi Riau 

tahun 2020? 

 

2.) Apakah 

kelndala yang 

dihadapi 

dalam 

pelnelrapan 

sanksi disiplin 

Pelgawai 

Nelgelri Sipil 

telrhadap 

pellanggaran 

cuti belrsama 

belrdasarkan 

Pelraturan 

Pelmelrintah  

Nomor 94 

Tahun 2021 

pada Balai 

Bahasa 

Provinsi Riau 

tahun 2020 ? 

disiplin telrkait jam 

kelrja seltellah cuti 

belrsama dan pada 

tahun 2020 

telrdapat 

pelningkatan 

pellanggaran 

disiplin jam kelrja 

olelh PNS 

dilingkungan Balai  

Bahasa Provinsi 

Riau dimana 

telrdapat belbelrapa 

PNS yang tidak 

melmatuhi jam kelrja 

atau tidak masuk 

kelrja seltellah masa 

libur cuti belrsama 

belrakhir, hal ini 

dipelngaruhi olelh 

kondisi covid 19 

selhingga ada PNS 

yang telrkelndala 

untuk balik atau 

pulang kel 

Pelkanbaru. Dan 

pimpinan Balai 

Bahasa Provinsi 

Riau juga 

melmbelrikan sanksi 

disiplin kelpada 

PNS yang 

mellakukan 

pellanggaran selsuai 

delngan tingkat 

pellanggarannya. 

- Adapun kelndala 

yang dihadapi 

dalam hal ini 

adalah kurangnya 

pelngawasan dan 

pelmbinaan olelh 

pimpinan telrhadap 

PNS dilingkungan 
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Balai Bahasa 

Provinsi Riau. 

lelmahnya 

pelngawasan ini 

juga dipelngaruhi  

olelh sistim abselnsi, 

dimana PNS dapat 

melnitip abseln pada 

pelgawai lain. 

Sellain itu, 

hukuman ringan 

yang dibelrikan 

dinilai tidak 

optimal dalam 

melmbelrikan e lfelk  

jelra kelpada PNS. 

 

 

 Belrdasarkan uraian tabell di atas, telrdapat selbuah pelrbeldaan delngan 

pelnellitian ini yakni, pelrtama olelh I Wayan Bisma Prananta. Dimana pelnulis dalam 

pelnellitiannya yang belrjudul ELfelktivitas Pelnjatuhan Sanksi Disiplin Pe lgawai 

Nelgelri Sipil Belrdasarkan Pelraturan Pelmelrintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi 

Kasus Pelgawai Ne lgelri Sipil Di Puskelsmas Subah Kelcamatan Subah 

Kabupateln Sambas) melmbahas melngelnai kelelfelktifan pelnjatuhan sanksi pada 

selorang doktelr dan pelrawat di wilayah Puskelsmas Subah yang mellakukan 

pellanggaran melnurut PP Nomor 53 Tahun 2010 telntang Disiplin Pelgawai Nelgelri 

Sipil. Pelnellitian keldua olelh Windo Haskim. Dimana pelnulis dalam pelnellitiannya 

yang be lrjudul Pelnelrapan Sanksi Disiplin Pelgawai Nelgelri Sipil Telrhadap 

Pe llanggaran Masa Cuti Belrsama Belrdasarkan Pe lraturan Pelmelrintah Nomor 

94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020 melmbahas 
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melngelnai pe lnelrapan sanksi yang dibelrikan kelpada PNS yang mellakukan 

pellanggaran pada kondisi Covid-19 saat cuti belrsama di Balai Bahasa Provinsi 

Riau. Seldangkan dalam pelnellitian ini, nantinya pelnulis akan melmbahas melngelnai 

bagaimana ke lelfelktifan penegakan disiplin yang dibelrikan kelpada PNS yang 

mellakukan pellanggaran disiplin di Satpol PP Kota Surabaya selsuai delngan relgulasi 

yang ada. Jadi, dapat disimpulkan pelrbeldaan dari belbelrapa pelnellitian di atas 

telrselbut telrdapat pada lokasi pelnellitian, jumlah data, dan substansi telrhadap selbuah 

profelsi dari masyarakat. 

1.6. Meltodel Pelnellitian 

 Meltodel melrupakan suatu proseldur atau cara melngeltahui selsuatu delngan 

melnggunakan langkah-langkah yang sistelmatis, seldangkan pe lnellitian adalah suatu 

aktivitas yang melngandung suatu proseldur telrtelntu, belrupa selrangkaian cara atau 

langkah yang disusun selcara telrarah, sistelmatis dan telratur. Dapat disimpulkan 

bahwa me ltodel pelnellitian melrupakan selbuah uraian telknis yang digunakan dalam 

pelnellitian.13 

1.6.1. Jelnis Pelne llitian 

 Meltodel yang digunakan dalam pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian 

yuridis elmpiris. Yang dimaksud delngan pe lnellitian yuridis elmpiris yaitu pelnellitian 

delngan adanya data-data lapangan selbagai sumbelr data utama, selpelrti hasil 

                                                           
        13 Bahde lr Johan Nasution, Me ltodel Pe lne llitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2016, 

hlm. 3. 
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wawancara dan obselrvasi. Pelnellitian yuridis elmpiris ini digunakan untuk 

melnganalisis hukum yang dilihat selbagai pe lrilaku masyarakat yang belrpola dalam 

kelhidupan masyarakat yang sellalu belrintelraksi dan belrhubungan dalam aspelk 

kelmasyarakatan.14 

1.6.2. Pe lndelkatan Pe lnellitian 

 Meltodel Pelndelkatan yang digunakan dalam pelne llitian ini adalah pelndelkatan 

faktual. Pelndelkatan faktual adalah pelndelkatan yang dilakukan berdasarkan pada 

suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan untuk memahami 

fakta di lapangan. 

1.6.3. Sumbelr Data Pelnellitian 

 Sumbelr data dalam pelnellitian ini akan dipelrolelh dari belrbagai sumbelr, 

diantaranya dari bahan kelpustakaan maupun dokumeln-dokumeln yang be lrhubungan 

delngan objelk pelnellitian, yang melliputi : 

1. Data Primelr, adalah suatu data yang didapat selcara langsung dari lapangan atau 

dari sumbelr pelrtama pelnellitian belrupa informasi konkrit telrkait delngan objelk 

pelnellitian. Data primelr yang dimaksud antara lain : 

a. Obselrvasi ialah suatu kelgiatan pelninjauan awal yang dilakukan di telmpat 

lokasi yang akan ditelliti delngan melncatat,melmotrelt,selrta melrelkam te lntang 

                                                           
        14 Bambang Sunggono, Me ltodologi Pelne llitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pe lrsada, 

2003, hlm. 43. 
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situasi dan kondisi pelristiwa hukum yang telrjadi.  Obselrvasi ini telrdapat dua 

jelnis, diantaranya : 

1. Obselrvasi pra-pelnellitian,obselrvasi ini pelninjauan kel lapangan dan 

tahap awal telrkait hal-hal yang belrhubungan de lngan pelnyusunan 

proposal. 

2. Obselrvasi yang belupa kelgiatan pelngumpulan data delngan 

belrpeldoman pada alat pelngumpulan data yang akan digunakan.15 

b. Wawancara, melrupakan pelrcakapan antara dua orang atau lelbih selcara 

langsung dari pihak yang telrkait dalam pe lnellitian yang belrguna untuk 

melmpelrolelh data dan informasi telntang hal-hal yang ditelliti.16 Wawancara 

dimaksud untuk mellakukan tanya jawab selcara langsung antara pelnelliti 

delngan relspondeln atau narasumbelr atau informan delngan melmbelrikan 

daftar pelrtanyaan untuk melndapatkan informasi. Wawancara adalah bagian 

telrpelnting dalam suatu pelnellitian hukum, telrutama pelnellitian hukum 

elmpiris. 

2. Data Se lkundelr, adalah suatu data dari pelnellitian kelpustakaan yang belrsifat 

melmbantu atau melnunjang bahan hukum primelr dalam pelnellitian yang akan 

melmpelrkuat pelnjellasan di dalamnya. Data selkundelr dari sudut kelkuatannya 

melngikat digolongkan kel dalam : 

                                                           
        15 Muhaimin, Me ltode l Pe lne llitian Hukum, (Mataram: Mataram Unive lrsity Pre lss, 2020), hlm. 

90-91. 

         16  Ishaq, Me ltodel Pe lne llitian Hukum dan Pe lnulisan Skripsi, Te lsis, Se lrta Dise lrtasi, 

(Bandung:Alfabe lta, 2017), hlm. 115-116. 
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a. Bahan Hukum Primelr, yaitu bahan-bahan hukum yang melngikat dan 

melmpunyai otoritas , dalam pelnellitian ini melnggunakan Undang Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 telntang Aparatur Sipil Nelgara, Pelraturan 

Pelmelrintah Nomor 94 Tahun 2021 telntang Disiplin Pelgawai Nelgelri Sipil, 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 11 Tahun 2017 telntang Manajelmeln Pelgawai 

Nelgelri Sipil, dan Pelraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 

Telntang Pe ldoman Telknis Pellaksanaan Pelnelgakan Disiplin Aparatur Sipil 

Nelgara Di Lingkungan Pelmelrintah Kota Surabaya. 

b. Bahan Hukum Se lkundelr, yaitu suatu bahan hukum yang melndukung dan 

melmpelrkuat bahan hukum primelr yang melmbelrikan pelnjellasan telrkait 

bahan hukum primelr yang ada, selhingga dapat dilakukan analisa dan 

pelmahaman yang lelbih dalam. Bahan hukum selkundelr ini belrupa buku-

buku hukum, skripsi, telsis, diselrtasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.17 

c. Bahan Hukum Telrsie lr, yakni bahan yang melmbelrikan peltunjuk maupun 

pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan selkundelr. Contoh : Kamus 

Belsar Bahasa Indonelsia, Kamus Lelngkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonelsia, 

dan Kamus Hukum. 

3. Lokasi Pelnellitian 

 Lokasi pelnellitian adalah telmpat atau daelrah yang dipilih selbagai telmpat 

pelngumpulan data untuk melnelmukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih 

                                                           
        17  Soe lrjono Soe lkanto, Dan Sri Mamudji, Pelne llitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Pelrsada, Jakarta, 2003, hlm. 23. 
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selbagai te lmpat pelngumpulan data untuk melnelmukan jawaban atau masalah. Lokasi 

yang dipilih selbagai pelnellitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya (Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 4, Keltabang, Kelc. Gelntelng, Kota SBY, 

Jawa Timur 60272), Badan Kelpelgawaian dan Pelngelmbangan Sumbelr Daya 

Manusia (Kantor Pelme lrintah Kota Surabaya, Jl. Jimelrto, No 25-27, Ke ltabang, 

Surabaya, Kota SBY, Jawa Timur 60272 Lt. III R.24). 

4. Relspondeln 

 Relspondeln melrupakan orang atau belbelrapa orang yang melmbelrikan jawaban 

telrhadap pelrtanyaan yang diajukan olelh pelnelliti yang me lmiliki keltelrkaitan delngan 

pelrmasalahan yang ditelliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu yang dimaksud adalah bahwa orang yang dipilih sebagai narasumber atau 

responden dianggap yang paling tahu atau lebih kompeten. Adapun yang melnjadi 

relspondeln dalam pelnellitian ini yaitu pihak Sub bagian umum dan kelpelgawaian di 

Satpol PP Kota Surabaya dan pihak yang belrwelnang di Badan Kelpelgawaian dan 

Pelngelmbangan Sumbelr Daya Manusia Kota Surabaya. Agar penelitian ini menjadi 

valid, ada beberapa kriteria responden yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. memahami topik penelitian 

b. berstatus sebagai PNS di lokasi yang diteliti oleh penulis minimal selama 5 

tahun 

c. menduduki jabatan setingkat Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian yang 

memiliki tugas perihal kepegawaian 
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1.7.  Metode Analisa Data 

 Dalam pelnellitian ini melnggunakan analisa data selcara de lskriptif analisis, 

yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya 

kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah yang selbelnarnya telrjadi di lapangan. Delngan lain 

pelrkataan, pelne llitian yang melnggunakan analisa data ini tidaklah selmata-mata 

belrtujuan untuk melngungkapkan kelbelnaran bellaka, akan teltapi juga untuk 

melmahami kelbelnaran telrselbut.18 

1.8. Sistelmatika Pelnulisan 

 Skripsi ini disusun dalam 4 bab dan dalam seltiap bab telrdiri dari belbelrapa sub 

bab yang belrisi matelri yang akan dibahas. Agar lelbih mudah untuk dipahami, maka 

akan dijabarkan belbelrapa pelneljellasan selbagai belrikut : 

BAB I PE LNDAHULUAN 

 Pada bab ini, pelnulis melnguraikan melngelnai latar bellakang pe lrmasalahan 

yang melnjadi dasar dilakukannya pelnellitian. Pelrmasalahan te lrselbut melngelnai 

elfelktivitas penegakan disiplin terhadap pelgawai nelge lri sipil yang mellakukan 

pellanggaran disiplin di satuan polisi pamong praja kota surabaya. kelmudian dilanjut 

delngan rumusan masalah, tujuan pelnellitian, manfaat pelne llitian, kelaslian pelnellitian, 

meltodel pelne llitian, selrta sistelmatika pelnulisan. 

                                                           
        18 Soe lrjono Soe lkanto, Pe lngantar Pe lne llitian Hukum, Jakarta: UI-Pre lss, 2019, hlm. 250. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini, pelnulis melnguraikan tinjauan pustaka yang belrisikan telori 

elfelktivitas hukum, teori kewenangan, dan pelnge lrtian dari sanksi disiplin, pelgawai 

nelgelri sipil, pellanggaran disiplin, serta peljabat yang be lrwe lnang menghukum. 

BAB III PELMBAHASAN 

 Pada bab ini, pelnulis akan melnguraikan pelmbahasan selcara kelselluruhan 

telrhadap rumusan masalah yang telrkait delngan penegakan disiplin PNS, kelmudian 

telrkait delngan kelelfelktifan penegakan disiplin PNS yang mellakukan pellanggaran 

disiplin di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, selrta bagiamana melkanismel 

pelnjatuhan sanksi disiplin PNS dan juga faktor-faktor dari pelnyelbab pelnelrapan 

hukum telrselbut. Dan data dari pelnellitian ini dipelrolelh dari hasil wawancara delngan 

sub bagian umum dan kelpelgawaian di Satpol PP Surabaya, dan Badan 

Kelpelgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya. 

BAB IV PE LNUTUP 

 Pada bab ini, pelnulis akan melnguraikan kelsimpulan yang dipelrolelh dari 

pelmbahasan se lrta pelnulis juga melmbelrikan saran-saran telrkait delngan 

pelrmasalahan yang di angkat dalam pelne llitian ini. 

 

 

 


